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ABSTRAK
Masyarakat Desa hutan saat ini dihadapkan dengan kebijakan pemerintah untuk tidak
lagi mempraktekkan sistem pertanian perladangan, karena dianggap sebagai praktek yang
merugikan dan merusak secara ekologis, ekonomi dan sosial hutan. Untuk itu Pemerintah
melalui mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan
masyarakat Desa hutan. Melalui regulasi ini diharapkan mampu mewujudkan target integrasi
pembangunan, yaitu kesejahteraan sosial ekonomi, kemandirian masyarakat dan kelestarian
sumberdaya hutan yang dilaksanakan dengan Agroforestry. Regulasi ini diimplementasikan
melalui program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) yang diharapkan memberikan
manfaat ekonomi (tangible benefit) dan manfaat sosial (intangible benefit) bagi masyarakat.
Persoalannya, program tersebut menghadapi kendala eksternal dan internal. Untuk
itulah diperlukan suatu konsep lokalitas untuk memahami masyarakat sekitar yang memiliki
kearifan lokal dalam pengelolaan hutan. Salah satu model pengelolaan sumberdaya hutan
berbasis kearifan lokal adalah agrosilvikultur yang dikembangkan di Desa Sukoharjo,
Kabupaten Wonosobo. Penanaman salak dalam program tersebut layak untuk diusahakan
secara ekonomis selama jangka waktu 15 tahun dan memberikan keuntungan sosial yang
berupa terbentuknya kelembagaan dan organisasi, munculnya solidaritas sosial dan
terjaminnya konservasi lahan. Model ini mampu mengakomodasi kearifan lokal masyarakat
sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi
kemiskinan, karena hutan merupakan rumah bagi mereka dan bukan sekedar tempat
pemenuhan kebutuhan ekonomi semata.
Kata kunci: tangible benefit, intangible benefit, kearifan lokal
PENDAHULUAN
Hutan merupakan areal yang paling mudah dijarah oleh tangan manusia dalam menggapai
tuntutan hidup, terutama oleh penduduk yang bermukim di sekitar hutan. Penduduk  di Desa-
Desa perbatasan melihat hutan yang ada disekelilingnya selain sebagai sumber kehidupan
mereka juga sebagai cadangan bagi perluasan usahatani mereka ketika para petani itu
membutuhkan tambahan lahan usahatani karena pertambahan penduduk.Kondisi ini dapat
menyebabkan terjadinya peralihan pola hidup dengan membuka lahan hutan menjadi lahan
pertanian. Apabila hal ini dibiarkan berlangsung terus-menerus dapat mengakibatkan
kerusakan hutan dan mempercepat berkurangnya areal hutan. Tingkat kerusakan hutan di
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pulau Jawa yang dikelola Perum Perhutani pada tahun 2002 sudah mencapai 500.000 hektar
dan diperkiran akan terus meningkat (Muhtadi, 2003).
Kerusakan hutan tidak hanya terbatas pada kawasan hutan produksi, tetapi juga hutan
lindung dan hutan alam. Eksploitasi berlebih (over exploitation), pembalakan tak legal (illegal
logging), dan merebaknya perambahan kawasan hutan melengkapi proses destukturisasi hutan
di Indonesia. Keadaan ini makin diperparah pula oleh adanya ketidakserasian kebijakan-
kebijakan perekonomian, sosial dan politik menyangkut sumberdaya hutan hasil rumusan
berbagai pihak berdasarkan kebutuhan masing-masing, Menurut Sabarnuddin (2001) keadaan
ini dapat  memicu adanya persoalan  kemiskinan dan  ketidakadilan  yang dirasakan
masyarakat Desa  hutan.
Persoalannya, program tersebut menghadapi kendala eksternal dan internal. Kendala
internal yang berupa karakteristik regulasi pemerintah justru menjadi kendala utama karena
menghasilkan program dengan pendekatan top down, seragam dan sentralistik. Akibatnya
banyak program yang terkendala kondisi daerah  yang bersifat khas dan relativitas budaya
yang berbeda. Kendala tersebut ditambah keterbatasan sumberdaya manusia yang paham
terhadap kultur sosial budaya masyarakat dan lokasi Desa setempat.
Dalam pembinaan kawasan hutan, hal penting yang akan mempengaruhi pola
kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan hutan adalah masalah sosial ekonomi masyarakat
sekitar hutan. Hal ini karena keberadaan sosial ekonomi masyarakat mempengaruhi kontribusi
masyarakat dalam pengelolaan hutan.  Untuk itulah diperlukan suatu konsep lokalitas untuk
memahami masyarakat sekitar yang memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan hutan, karena
hutan merupakan rumah bagi mereka dan bukan sekedar tempat pemenuhan kebutuhan
ekonomi semata.
Melihat permasalahan tersebut pemerintah melalui Departemen Kehutanan telah
melakukan perubahan paradigma pengelolaan hutan di pulau Jawa yang mendorong lahirnya
sebuah sistem pengelolaan hutan yang mencoba mengakomodir berbagai kepentingan dari
pihak-pihak yang merasa terkait dengan keberadaan hutan. Sistem ini menempatkan
masyarakat Desa sekitar hutan ikut terlibat secara langsung dalam mengelola hutan yang
masuk petak pangkuan Desa. Perum Perhutani mengemas sistem tersebut dalam keputusan
Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136 / KPTS / DIR / 2001. Salah satu pemerintah
daerah propinsi, yaitu  Pemerintah Propinsi Jawa Tengah menindaklanjuti dengan
menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 24 tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya
Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) serta keputusan Direksi PT. Perhutani (Persero) No.
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001/KPTS/DIR/2002 tentang pedoman berbagi hasil hutan kayu. Ketiga keputusan tersebut
yang melandasi pengembangan sistem PHBM di Propinsi Jawa Tengah.
Untuk menunjang program ini maka dibentuk suatu Lembaga Masyarakat Desa Hutan
(LMDH). Lembaga ini beranggotakan masyarakat Desa di sekitar hutan yang nantinya akan
ikut mengelola hutan bersama Perum Perhutani dalam program agroforesty. Tulisan ini
memandang program agroforesty dari sudut sosiologi agar program Agroforesty yang berbasis
kearifan lokal mampu memberikan tambahan pendapatan  bagi masyarakat dan keuntungan
sosial bagi masyarakat.
PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT ( PHBM )
Menurut Husein (1992) sebagian besar areal hutan di pulau Jawa terletak pada daerah-
daerah yang sebagian besar penduduknya hidup sebagai petani yang kehidupannya relatif
masih rendah. Untuk itu perlu dikelola dengan baik agar dapat menesejahterakan
masyarakat.Berdasarkan fungsi produksi hutan maka  keberpihakan kepada rakyat merupakan
kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu praktek-praktek pengelolaan hutan
yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan
masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi
sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.
Jiwa yang terkandung dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat
(PHBM) adalah berbagi yang meliputi berbagi dalam pemanfaatan lahan atau ruang,
pemanfaatan waktu, pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip
saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung. Prinsip dasar PHBM
meliputi Keadilan dan demokratis, Keterbukaan dan kebersamaan, Pembelajaran bersama dan
saling keterbukaan, Kejelasan hak dan kewajiban, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan,
Kerjasama kelembagaan, Perencanaan partisipatif, Kesederhanaan sistem dan prosedur,
Pemerintah sebagai fasilitator, Kesesuaian pengelolaan dengan karakteristik wilayah dan
keanekaragaman sosial budaya.
PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan
memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional. Oleh karena itu
PHBM memiliki tujuan untuk (a) meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan
dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat, (b) Meningkatkan peran dan tanggungjawab
Perum Perhutani, masyarakat Desa hutan dan pihak yang berkepentingaan terhadap
pengelolaan sumberdaya hutan, (c) Meningkatkan mutu sumberdaya hutan, produktivitas dan
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keamanan hutan dan (d) Mendorong dan menyelaraskan pengelolaan sumberdaya hutan
sesuai dengan dinamika sosial masyarakat Desa hutan.
Guna mendukung keberhasilan PHBM maka  dibentuk Forum Komunikasi PHBM
Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Keanggotaan Forum Komunikasi
Propinsi  meliputi Gubernur, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah dan Dinas Kehutanan serta  Dinas/instansi terkait propinsi sesuai
kebutuhan. Keanggotaan Forum Komunikasi PHBM Kabupaten/Kota meliputi
Bupati/Walikota,  Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kehutanan dan Dinas
Kehutanan Kabupaten/kota. Sedangkan keanggotaan Forum Komunikasi PHBM kecamatan
dan Desa/Kelurahan diserahkan kepada masing-masing Kabupaten/Kota.  Forum Komunikasi
PHBM memiliki tugas (a) Memberikan masukan dalam penyusunan rencana PHBM, (b).
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PHBM (c). Membantu
kelancaran pelaksanaan PHBM dan (d). Melaporkan kegiatan PHBM seperti tercantum diatas
kepada Gubernur bagi Forum Komunikasi PHBM Tingkat Propinsi dan kepada
Bupati/Walikota bagi Forum Komunikasi PHBM tingkat Kabupaten/Kota.
MODEL KERJASAMA PERUM PERHUTANI DENGAN LMDH (KASUS DESA
SUKOHARJO, WONOSOBO)
Dalam sistem PHBM masyarakat Desa sekitar hutan tergabung dalam sebuah Lembaga
Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang bernota riil (mempunyai akta notaris), dimana
lembaga ini akan melakukan kerjasama pengelolaan hutan bersama Perhutani. LMDH adalah
lembaga masyarakat Desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan hutan, yang
anggotanya berasal dari unsur lembaga Desa dan atau unsur masyarakat yang ada di Desa
tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan. Pembentukan dan
pemilihan pengurus berdasarkan pada musyawarah mufakat. Pembuatan nota riil terhadap
lembaga yang telah dibentuk dimaksudkan untuk memperkuat posisi LMDH di mata hukum.
Pihak-pihak yang bekerjasama adalah (a) Perum Perhutani, (b) LMDH, dan (c) Pihak lain
yang berkepentingan: Pemerintah, LSM, Lembaga Ekonomi Masyarakat, Lembaga Sosial
Kemasyarakatan, Usaha swasta, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Donor.
Perjanjian kerjasama pengelolaan hutan  dilakukan antara Lembaga Masyarakat Desa
Hutan (LMDH) dengan Perhutani setempat. Jangka waktu pengelolaan adalah sesuai  daur.
Obyek perjanjian mencakup petak-petak hutan yang masuk dalam pangkuan Desa dengan
tidak merubah kawasan. Perjanjian tersebut dibuat dengan nota riil untuk memperkuat
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posisinya di mata hukum. Dalam perjanjian kerjasama juga memuat hak dan kewajiban
masing-masing pihak. Disamping itu ketentuan bagi hasil juga dibuat dalam perjanjian ini.
Model pengelolaan hutan di Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo
merupakan model agroforestry dengan bentuk agrosilvikultur karena mengkombinasikan
tanaman kehutanan dan tanaman pertanian secara sadar dan dengan pertimbangan yang
masak. Tanaman pokok atau tegakan dari program ini adalah tanaman mahoni yang ditanam
pada tahun 1998 dan tanaman pertanian yang ditanam adalah tanaman salak serta sebagian
ikut pula menanam  tanaman kemukus yang menjadikan pohon mahoni sebagai obyek
rambatannya. Pola tanamnya adalah dengan menanam salak pada sela-sela pohon mahoni
dengan jarak tanam 3 x 3 meter atau menyesuaikan dengan kondisi lahan. Alasan dipilihnya
salak sebagai tanaman untuk agrosilvikultur di daerah ini adalah: salak merupakan komoditas
primadona (disukai) di daerah ini karena sebagian besar penduduknya menanam salak di
lahan masing – masing, penduduk setempat sudah menguasai bagaimana budidaya tanaman
salak yang baik, buah salak yang dihasilkan daerah ini kualitasnya baik, harga buah salak
yang cukup bersaing, dalam pemasarannya mudah karena pada dasarnya petani sudah
mempunyai langganan pengepul yang mau membeli salaknya.
Desa Sukoharjo mempunyai pangkuan hutan seluas 97,70 hektar yang terdiri dari dua
petak  yang dibagi menjadi enam anak petak, yaitu petak 50 dan petak 51 yang dibagi menjadi
enam anak petak yaitu anak petak 50A, 50B, 50C, 50F, 51B dan 51C. Dari 6 anak petak
tersebut hanya 2 anak petak saja yang sudah resmi (ada perjanjian) dan ditanami salak yaitu
petak 50F dan 50C dengan luas masing-masing 8,00 hektar dan 15,10 hektar. Dari 2 anak
petak seluas 23,10 hektar dikelola oleh 140 MDH (Masyarakat Desa Hutan) dengan
pembagian tidak merata. Pembagian luas lahan pengelolan disesuaikan berdasarkan
kepemilikan lahan sendiri, maksudnya untuk masyarakat yang telah memiliki lahan sendiri
yang luas maka akan mendapatkan bagian lahan hutan yang sedikit dibandingkan masyarakat
yang memiliki lahan sendiri yang tidak begitu luas. Dalam perjanjian antara LMDH Desa
Sukoharjo dengan Perum Perhutani BKPH Kedu Utara Wonosobo, bagi hasil salak adalah
(a) bagi hasil berupa uang, (b) persentase bagi hasil dengan rincian untuk MDH sebesar
87,50%, Perhutani 10%, LMDH 1,5%, kas Desa Sukoharjo 0,50%,  Kecamatan/Kabupaten
0,50% . Sedangkan bagi hasil mahoni adalah (a) hasil dari penjarangan pertama berupa kayu
bakar 100% untuk MDH dan (b) bagi hasil berupa kayu perkakas penjarangan lanjutan yang
pertama kali dilakukan setelah kesepakatan perjanjian kerjasama.
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Pelaksanaan program agrosilvikultur dimulai pada tahun 2003. Dana untuk pembelian
bibit salak diperoleh dari Perhutani, akan tetapi dana yang diperoleh untuk membeli bibit
salak tidak mencukupi untuk ditanam pada kedua anak petak. Untuk mengatasi itu maka
penanaman  dilakukan secara bertahap dengan menanami anak petak 50F terlebih dahulu.
Kekurangan bibit dibeli sendiri oleh masyarakat dengan swadaya. Saat ini anak petak 50F
sudah mulai menghasilkan (berbuah) dan hasilnya untuk MDH sendiri karena bagi hasil
belum berlaku.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyowati (2007) dengan analisis cash flow
diketahui Nilai NPV seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Penghitungan NPV penanaman salak pada program agrosilvikultur di Desa








































































































































61.173.736,34   48.770.628,59 12.403.107,75 21.200.324,76 21.200.324,76 159.650,79
Sumber: Prasetyowati (2007)
Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa dalam 15 tahun masa produktif tanaman salak yang
ditanam dalam program agrosilvikultur didapat NPV sebesar Rp. 159.650,79. Dari hasil
penelitian terbukti bahwa program agrosilvikultur memberikan kelayakan finansial bagi
masyrakat Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo dimana NPV >0,
yaitu sebesar Rp. 159.650,79 perhektar selama jangka waktu 15 tahun.
Keuntungan sosial yang didapatkan dari adanya program agrosilvikultur di Desa
Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo berupa kelembagaan, organisasi,
solidaritas sosial serta konservasi lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 91,09%
masyarakat mengaku mendapatkan keuntungan secara kelembagaan, terutama adanya
peningkatakan dalam swadaya masyarakat, yaitu 84,97%.
ISBN: 978-979-17638-1-3
Pendidikan Agroforestry sebagai Strategi Menghadapi Pemanasan Global . 4 Maret 2008261
Keuntungan sosial yang berupa kelembagaan, organisasi, solidaritas sosial dan konservasi
lahan yang diperoleh masyarakat Desa Sukoharjo tinggi. Hal ini dibuktikan dengan perolehan
skor rata-rata adalah 263,24. Hal ini membuktikan bahwa adanya program agrosilvikultur
memberikan keuntungan sosial yang tinggi, dimana rata-rata skor yang diperoleh  masuk
dalam kelas skor 226,36-291. Dari 97 pertanyaan yang diberikan mengenai kelembagaan,
organisasi, solidaritas social dan konservasi diperoleh persentase terkecil adalah adalah
variabel  organisasi  yaitu sebesar 89,89%. Sedangkan persentase skor terkecil dari
keseluruhan indikator adalah peraturan yang masuk dalam variabel organisasi yaitu sebesar
75,16%. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya sosialisasi, komunikasi dan
pengenalan mengenai PHBM dan khususnya program agrosilvikultur. Sehingga
mengakibatkan kurang pahamnya mengenai peraturan, hak dan kewajiban yang berlaku dan
harus dijalankan.
KEARIFAN LOKAL: HARUSKAH MENJADI TITIK TOLAK PENGELOLAAN
SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT ?
Mencermati hasil penelitian Prasetyowati (2007) diatas secara perhitungan model
agrosilvikultur yang dikembangkan PT. Perhutani (Persero), Pemerintah dan masyarakat Desa
Sukoharjo dapat ditarik satu benang merah bahwa telah terjadi sinergi antara pelaku
pengelolaan sumberdaya hutan. Sistem agrosilvikultur dengan mengkombinasikan tanaman
kehutanan dan tanaman pertanian secara sadar dan dengan pertimbangan yang masak.
Tanaman pokok atau tegakan dari program ini adalah tanaman mahoni yang ditanam pada
tahun 1998 dan tanaman pertanian yang ditanam adalah tanaman salak serta sebagian ikut
pula menanam  tanaman kemukus yang menjadikan pohon mahoni sebagai obyek
rambatannya. Pola tanamnya adalah dengan menanam salak pada sela-sela pohon mahoni
dengan jarak tanam 3 x 3 meter atau menyesuaikan dengan kondisi lahan.
Pemilihan jenis tanaman tersebut melalui beberapa pertimbangan, yaitu faKtor biofisik,
pasar, masyarakat dan ekonomis. Secara biofisik tanaman salak merupakan komoditas
primadona (disukai) di daerah ini karena sebagian besar penduduknya menanam salak di
lahan pekarangan masing-masing dan buah salak yang dihasilkan daerah ini kualitasnya baik.
Selain itu perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain;  hasil yang diperoleh mudah atau
tidak dipasarkan, harga pasar atas produksi yang dihasilkan, keadaan mata rantai pemasaran,
sarana jalan, baik atau tidak dan alat transportasi mudah atau tidak. Kondisi biofisik tersebut
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telah teramati oleh ketiga pelaku pengelolaan hutan sehingga memudahkan dalam
pengembangannya.
Setelah terpilih beberapa jenis tanaman melalui biofisik, selanjutnya perlu diperhatikan
dengan faktor pasarnya. Dengan memperhatikan faktor pasar maka jenis tanaman yang
terpilih akan lebih terseleksi lagi. Kondisi di Desa Sukoharjo menunjukkan bahwa harga buah
salak cukup bersaing, dalam pemasarannya mudah karena pada dasarnya petani sudah
mempunyai langganan pengepul yang mau membeli salaknya.
Disamping faktor yang telah disebutkan di atas, petani sering mempertimbangkan faktor
lain dalam memilih jenis tanaman yang akan ditanam. Seperti teknologi yang dikuasai atau
tanaman yang akan ditanam sudah turun temurun disukai masyarakat. Pada dasarnya jenis
tanaman yang disukai/dipilih petani menjadi prioritas untuk dipertimbangkan. Penduduk
setempat sudah menguasai bagaimana budidaya tanaman salak yang baik. Hal ini ditunjukkan
dengan sebagian besar penduduknya menanam salak di lahan pekarangan masing-masing.
Faktor keempat adalah nilai ekonomi yang merupakan salah satu faktor penting pula
dalam pemilihan jenis tanaman, karena hal ini terkait dengan pendapatan akhir petani dari
hasil usahatani jenis-jenis tanaman yang dipilih. Dalam 15 tahun masa produktif tanaman
salak yang ditanam dalam program agrosilvikultur perkiraan NPV sebesar Rp. 159.650,79.
Dari hasil penelitian terbukti bahwa program agrosilvikultur memberikan kelayakan finansial
bagi masyrakat Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.
Memperhatikan keempat faktor tersebut nampak bahwa sinergi ketiganya memperhatikan
kearifan lokal masyarakat. Kearifan lokal yang tercermin dari budidaya salak oleh masyarakat
kemudian dijadikan tanaman sela bagi mahoni miliki perhutani. Hutan mahoni tidak akan
mengalami gangguan dengan adanya tanaman salak, sementara masyarakat tidak perlu
diperkenalkan atau diintroduksi dengan tanaman baru yang membutuhkan masa adaptasi yang
bisa pendek bisa pula panjang, sehingga dapat terjadi kemungkinan ditolaknya tanaman
tersebut oleh masyarakat.
Pemilihan tanaman salak juga berimbas pada psikososial masyarakat setempat untuk tidak
merusak hutan. Dengan berdampingannya tanaman mahoni dan salak memberi efek
psikososial bahwa merusak salah satu tanaman berarti juga merusak tanaman lainnya.
Merusak tanaman mahoni akan berakibat rusaknya tanaman salak. Rusaknya tanaman salak
akan berakibat berkurangnya pendapatan petani dari usahataninya, yang dapat berakibat
penurunan tingkat kesejahteraan petani atau tetapnya petani pada kondisi kemiskinan
ekonomi. Inilah sebenarnya sasaran konservasi dan peningkatan kesejahteraan atau
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pengentasan kemiskinan yang tercapai dengan adanya agrosilvikultur antara mahoni dan
salak.
Keuntungan sosial yang didapatkan dari adanya program agrosilvikultur di Desa
Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo berupa kelembagaan, organisasi,
solidaritas sosial serta konservasi lahan terbilang tinggi. Pemahaman masyarakat mengenai
kelembagaan dan  organisasi memberikan penyadaran bagai masyarakat bahwa petani tidak
sendiri atau masyarakat tidak hidup sendiri, tetapi juga hidup berdampingan dengan orang lain
dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Kondisi ini akan memberikan pemahaman yang utuh
bahwa sumberdaya hutan perlu dikelola secara professional dan terintegrasi dengan pihak
lain.
Solidaritas sosial yang memang sudah ada dalam masyarakat semakin dikuatkan dengan
program agrosilvikultur ini. Masyarakat semakin menyadari bahwa dalam kehidupan muthlak
diperlukan suatu solidaritas sosial. Terganggunya solidaritas sosial akan mempengaruhi
terganggunya kehidupan masyarakat dan lingkungan. Masyarakatpun harus bersolidaritas
sosial dengan hutan, agar sumberdaya hutan dapat lestari.
Namun dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa variabel organisasi memiliki
persentase skor terkecil dari keseluruhan indikator, yaitu hanya 75,16%. Hal ini kemungkinan
disebabkan karena kurangnya sosialisasi, komunikasi dan pengenalan mengenai PHBM dan
khususnya program agrosilvikultur. Sehingga mengakibatkan kurang pahamnya mengenai
peraturan, hak dan kewajiban yang berlaku dan harus dijalankan.
Sebenarnya dalam PHBM selain dibentuk LMDH juga dibentuk suatu Forum Komunikasi
(FK) tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota. Di Desa Sukoharjo sudah
terbentuk suatu Forum Komunikasi tingkat Desa walaupun belum ada surat keputusannya
yang mengesahkan forum tersebut, tetapi sampai program ini sudah berjalan 3 tahun belum
terbentuk forum komunikasi tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota. Menurut pihak PT.
Perhutani (persero), belum terbentuknya Forum Komunikasi tingkat Kecamatan,
Kabupaten/Kota ini disebabkan karena kesulitan dalam mengkoordinasi pembentukan Forum
Komunikasi.
Belum terbentuknya Forum Komunikasi juga mengakibatkan tidak adanya pemantauan
secara resmi dari pihak PT. Perhutani (Persero) maupun dari pemerintah. Secara langsung
dengan tidak adanya pemantauan inilah maka tidak ada laporan secara jelas. Kalau tidaka ada
laporan secara jelas tentunya sulit untuk mengukur keberhasilan dan kesuksesan suatu
program. Demikian pula dalam pelaksanaan bagi hasil, kalau tidak ada pemantauan secara
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jelas, bagaimana pihak PT. Perhutani (Persero) dapat mengetahui hasil panen salak yang
sebenarnya, hal inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan yang berupa
ketidakjujuran mengenai hasil panen sehingga akan mengurangi proporsi bagi hasil yang
diperoleh PT. Perhutani (Persero), Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota.
Untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat kurangnya  komunikasi antara PT.
Perhutani (Persero), Pemerintah dan masyarakat Desa Sukoharjo yang tergabung dalam
LMDH Wana Karya dan mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan di masa yang akan
datang sebaiknya segera dilakukan suatu koordinasi untuk pembentukan Forum Komunikasi
PHBM. Pembentukan Forum Komunikasi ini sangat penting karena kerjasama yang dilakukan
merupakan kerjasama dalam jangka panjang dan untuk kesuksesan PHBM untuk mewujudkan
tujuan bersama demi terciptanya kelestarian sumberdaya hutan.
PENUTUP
Bertitik tolak dari kondisi pengelolaan agrosilvikultur yang dikembangkan PT.
Perhutani (Persero), Pemerintah dan masyarakat Desa Sukoharjo nampaknya masih
diperlukan pembenahan-pembenahan dalam  pengelolaan sumberdaya hutan bersama
masyarakat. Titik tolak pengembangan tersebut hendaknya tidak berlawanan dengan apa yang
sudah dimiliki oleh masyarakat sebagai suatu kearifan lokal, baik kearifan dalam aspek
perhutanan, ekonomi dan sosial. Dengan memperhatikan kondisi kearifan lokal masyarakat
dalam pengelolaan hutan diharapkan hutan akan terjaga kelestariannya, karena hutan
merupakan rumah bagi mereka dan bukan sekedar tempat pemenuhan kebutuhan ekonomi
semata.
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